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I.   UMUM 

            Upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 harus dilaksanakan melalui penyelenggaraan pembangunan 

perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi dengan 

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan 

dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk mempercepat pembangunan 

perekonomian nasional, dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus yang 

dilakukan melalui penyiapan kawasan untuk memaksimalkan kegiatan 

industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai 

ekonomi tinggi. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus juga ditujukan 

untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan 

pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain 

industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan 

lapangan kerja. 

            Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut 

dengan KEK, telah berjalan selama kurun waktu 12 (dua belas) tahun 

terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang 

Kawasan Ekonomi Khusus. 
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            Perjalanan dan perkembangan KEK dirasakan belum optimal dan 

belum memiliki daya dorong dalam penciptaan lapangan kerja. 

            Selain itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan 

Ekonomi Khusus telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini telah 

mengubah, menghapus dan menambahkan pengaturan baru yang bersifat 

strategis dalam pengembangan KEK. 

            Berdasarkan evaluasi terhadap pengembangan KEK dan mencermati 

perubahan model bisnis serta pergeseran pusat perekonomian global, 

diperlukan langkah-langkah antisipasi dalam penetapan kebijakan dan 

strategi yang tepat dalam menjaring penanaman modal melalui berbagai 

kebijakan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, di antaranya sebagai berikut: 

                    1. Revitalisasi kelembagaan, melalui penegasan fasilitas dan kemudahan 

dilakukan oleh Dewan Nasional dan pelaksanaannya diatur oleh 

instansi terkait. Administrator KEK tidak lagi dibentuk oleh Dewan 

Kawasan, tetapi langsung ditetapkan dan berada di bawah koordinasi 

Dewan Nasional. Sebagai konsekuensi, penyiapan sarana dan 

prasarana pelayanan serta sumber daya manusia yang diperlukan oleh 

Administrator KEK akan menjadi tanggung jawab Dewan Nasional. 

                    2. Meningkatkan status Sekretariat Dewan Nasional menjadi Sekretariat 

Jenderal Dewan Nasional guna memperkuat koordinasi lintas sektoral 

dan Pemerintah Daerah. 

                    3. Menampung perluasan cakupan kegiatan utama sektoral sesuai 

dengan perkembangan baru. Saat ini strategi pengembangan KEK tidak 

lagi hanya untuk pengembangan wilayah, tetapi juga diarahkan bagi 

kepentingan yang lebih luas, seperti pengembangan sektor jasa, 

penghematan devisa serta memperbaiki neraca perdagangan. 

                    4. Penyederhanaan prosedur pengusulan dengan memangkas prosedur 

pengusulan berjenjang dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota ke 

Pemerintah Daerah provinsi, tetapi tanpa menghilangkan syarat 

dukungan dari Pemerintah Daerah. Dengan perubahan ini diharapkan 

proses pengusulan KEK dapat lebih singkat. Selain itu juga dibuka 

peluang pembentukan KEK yang mencakup lebih dari satu provinsi 

serta dilakukan pengaturan transisi perubahan dari KPBPB menjadi 

KEK. 
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                    5. Meningkatkan daya saing KEK melalui peningkatan kualitas pelayanan 

serta penerapan best practices yang setara dengan negara lain. 

Beberapa upaya pembenahan tersebut, antara lain: penegasan 

Administrator KEK sebagai penyelenggara perizinan dan pelayanan 

berusaha di KEK (antara lain melakukan pelayanan mandiri 

kepabeanan); KEK industri tidak memerlukan izin kawasan industri, 

pembatasan impor tidak diberlakukan kecuali instansi teknis 

menerbitkan pengaturan secara khusus di KEK, bagi KEK nonproduksi 

dan pengolahan dapat melakukan impor Barang Konsumsi, penegasan 

percepatan pelayanan pemberian hak atas tanah, perpanjangan dan 

pembaruannya; serta mewajibkan Pemerintah Daerah untuk 

memberikan insentif daerah. 

            Berdasarkan hal di atas maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah 

ini dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan 

Ekonomi Khusus. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “area baru” adalah area yang belum 

ditetapkan sebagai KEK. Dalam hal suatu kawasan industri 

yang telah beroperasi diusulkan untuk menjadi KEK, maka 

kawasan industri dimaksud merupakan area baru untuk 

ditetapkan menjadi KEK. 

Huruf b 

Cukup jelas. 
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Huruf c 

Pengusulan lokasi KPBPB untuk menjadi KEK sesuai dengan 

ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 

tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja yang mengatur bahwa seluruh atau sebagian wilayah 

KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun dapat 

diusulkan menjadi KEK sebelum atau sesudah jangka waktu 

yang ditetapkan berakhir. Lokasi KPBPB yang dapat diusulkan 

menjadi KEK adalah lokasi KPBPB yang terpisah dari 

permukiman penduduk. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "batas alam" antara lain dapat berupa 

sungai atau laut. 

Yang dimaksud dengan "batas buatan" antara lain dapat 

berupa pagar atau tembok atau batas lain yang terlihat secara 

fisik. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 
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Pasal 9 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “produksi dan pengolahan” 

adalah kegiatan usaha industri manufaktur dan industri 

pengolahan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "logistik dan distribusi" adalah 

kegiatan usaha yang meliputi antara lain kegiatan 

penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, 

pendistribusian, perbaikan dan perekondisian 

permesinan dari dalam negeri dan dari luar negeri. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan "riset, ekonomi digital, dan 

pengembangan teknologi" adalah kegiatan usaha yang 

meliputi antara lain kegiatan riset dan teknologi, 

ekonomi digital, rancangan bangunan dan rekayasa, 

teknologi terapan, pengembangan perangkat lunak, 

serta jasa di bidang teknologi informasi. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan "pariwisata" adalah kegiatan 

usaha yang meliputi antara lain kegiatan usaha 

pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan 

dan rekreasi, pertemuan, perjalanan insentif dan 

pameran, serta kegiatan yang terkait. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “pengembangan energi” adalah 

kegiatan usaha untuk riset dan pengembangan di bidang 

energi serta produksi dari energi alternatif, energi 

terbarukan, dan energi primer. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “pendidikan” adalah kegiatan 

usaha pendidikan formal, pendidikan vokasi dan 

pendidikan profesi berstandar internasional. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “kesehatan” adalah kegiatan 

usaha pelayanan kesehatan khusus dengan standar 
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